
JAKARTA (IM) - Ko-
misi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) meminta Di-
rektorat Jenderal (Ditjen) 
Imigrasi, Kementerian 
Hukum, dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkum-
ham) kembali mencegah 
mantan Direktur Utama 
(Dirut) Pertamina Karen 
Agustiawan dan tiga orang 
lainnya, bepergian ke luar 
negeri untuk selama enam 
bulan ke depan. 

Karen sebelumnya 
dicekal selama 6 bulan 
terkait kasus dugaan ko-
rupsi pengadaan lique-
fied natural gas (LNG) 
di PT Pertamina tahun 
2011-2021. Pencegahan 
itu telah berakhir pada 8 
Desember. 

“KPK kembali mem-
perpanjang masa cegah 
tidak bepergian keluar ne-
geri terhadap 4 orang yang 
terkait dengan perkara ini 
hingga 6 bulan ke depan,” 
kata Juru Bicara Penin-
dakan dan Kelembagaan 
KPK, Ali Fikri, dalam 

pesan tertulisnya kepada 
wartawan, Kamis (22/12).

Tiga orang lainnya 
adalah eks Plt Dirut Per-
tamina 2017, Yenni An-
dayani; mantan Direk-
tur Gas Pertamina, Hari 
Karyulanto; dan Dimas 
Mohamad Aulia dari pihak 
swasta. 

Dimas diketahui me-
rupakan anak Karen. Ke-
empat orang tersebut akan 
dilarang bepergian ke luar 
negeri sejak Desember 
2022 hingga Juni 2023. 

Perpanjangan masa 
pencegahan diajukan kare-
na penyidik KPK masih 
memerlukan waktu untuk 
melakukan penyidikan. 

“Proses pengumpulan 
dan melengkapi alat bukti 
masih dilakukan hingga 
saat ini oleh tim penyidik,” 
kata Ali. 

Ia pun mengingatkan 
para pihak yang dicekal 
tersebut bersikap koope-
ratif  mengikuti proses 
penyidikan yang telah 
ditetapkan penyidik.  mei

KPK Perpanjang Pencegahan untuk
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
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AKBP Bambang Kayun Mangkir
dari Pemeriksaan Penyidik KPK
AKBP Bambang Kayun diduga meneri-
ma suap dari Herwansyah dan istrinya, 
Emilya Said. Keduanya masuk dalam 
DPO Polri.

Orang (DPO) Polri.
Bambang Kayun disinyalir 

telah menerima uang miliaran 
rupiah hingga mobil mewah 
saat menjabat sebagai Kas-
subag Pidana dan Hak Asasi 
Manusia (HAM) bagian Pene-
rapan Hukum Biro Bankum 
Divisi Hukum Polri pada 2013 
sampai dengan 2019.

Uang miliaran rupiah hing-
ga mobil mewah tersebut diduga 
berkaitan dengan suap dan grati-
fikasi pemalsuan surat dalam 
perkara perebutan hak ahli waris 
PT ACM (Aria Citra Mulia).

KPK melalui Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Imigrasi Ke-
menkumham telah mencegah 
Bambang Kayun untuk be-
pergian ke luar negeri setelah 
ditetapkan sebagai tersangka. 
AKBP Bambang Kayun dice-
gah ke luar negeri untuk enam 
bulan ke depan terhitung mulai 
4 November 2022.

Tak hanya itu, KPK juga 
telah melakukan pemblokiran 
terhadap rekening milik Bam-
bang Kayun serta pihak-pihak 
yang terlibat dalam perkara ini. 
Diduga, ada nominal angka 
yang sangat fantastis di reke ning 
AKBP Bambang Kayun.  mei

JAKARTA (IM) - Perwira 
menengah kepolisian, AKBP 
Bambang Kayun Bagus Panji 
Sugihato mangkir atau tidak 
memenuhi panggilan pemerik-
saan penyidik Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK).

Sedianya, Bambang Kayun 
diperiksa pada Jumat (24/12) 
sebagai tersangka penerima 
suap terkait pemalsuan surat 
dalam perkara perebutan hak 
ahli waris PT Aria Citra Mulia 
(ACM).

“Informasi yang kami teri-
ma, yang bersangkutan tidak 
hadir dan tanpa konfirmasi 
alasan ketidak hadirannya,” 

kata Kabag Pemberitaan KPK, 
Ali Fikri saat dikonfirmasi, 
Senin (26/12).

KPK bakal segera men-
jadwalkan ulang pemeriksaan 
terhadap Bambang Kayun. 
KPK mengultimatum Bam-
bang Kayun untuk kooperatif  
datang memenuhi panggilan 
selanjutnya.

“KPK mengingatkan agar 
yang bersangkutan kooperatif  
hadir dan segera memenuhi 
panggilan selanjutnya dari tim 
penyidik,” pungkasnya.

AKBP Bambang Kayun 
Bagus Panji Sugihato ditetap-
kan sebagai tersangka kasus 

suap dan gratifikasi terkait 
pemalsuan surat dalam perkara 
perebutan hak ahli waris PT 
ACM (Aria Citra Mulia).

“Benar, KPK telah memu-
lai penyidikan baru mengenai 
dugaan korupsi suap dan grati-
fi kasi terkait dengan pemalsuan 
surat dalam perkara perebutan 
hak ahli waris PT ACM (Aria 
Citra Mulia),” kata Ali Fikri.

Bambang Kayun ditetap-
kan sebagai tersangka peneri-
ma suap. Sedangkan tersangka 
pihak pemberi suap merupa-
kan pihak swasta. Namun, 
KPK belum membeberkan 
secara terang nama-nama ter-
sangka dalam kasus ini.

Berdasarkan informasi 
yang didapat, Bambang Kayun 
diduga menerima suap dari 
Pasangan Suam Istri (Pasutri) 
Herwansyah dan Emilya Said 
yang merupakan buronan atau 
masuk dalam Daftar Pencarian 

PANGLIMA TNI RESMIKAN SARANA PENDIDIKAN DI KOLAT KOARMADA I
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (ketiga kanan) didampingi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksdya TNI Ah-
madi Heri Purwono (kedua kiri) dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksma TNI Eko Sunarjanto (kedua kanan) 
menandatangani prasasti saat meresmikan sejumlah fasilitas infrastruktur di jajaran TNI AL di Ksatrian Mako Komando Latihan 
Koarmada I, Sunter, Jakarta Utara, Senin (26/12). Panglima TNI meresmikan sebanyak 16 infrastruktur di jajaran TNI AL di sejumlah 
satuan, empat diantaranya berupa sarana pendidikan di Kolat Koarmada I guna mencetak prajurit Jalasena yang profesional. 

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
tak banyak komentar ketika 
ditanya wartawan soal isu 
perombakan atau reshuffle 
kabinetnya saat berada di 
Stasiun Manggarai. 

Seperti Diberitakan se-
belumnya, Ketua DPP PDIP 
Djarot Saiful Hidayat men-
dorong agar Presiden Jokowi 
melakukan evaluasi terhadap 
Menteri Pertanian (Mentan) 
Syahrul Yasin Limpo serta 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (LHK) Siti 
Nurbaya.

Ketika hal itu ditanyakan, 
Jokowi pun hanya tersenyum. 
Tidak hanya itu, saat ditayai 
kisi-kisi siapa menterinya 
yang akan direshuffl e, Jokowi 
pun mengatakan secara sing-
kat dan segera meninggalkan 
stasiun Manggarai.

“Cluenya.., ya, sudah,” 
kata Jokowi sambil pamit 
meninggalkan wartawan.

Diketahui, Ketua DPP 
PDIP Djarot Saiful Hidayat 
menyebut perlu adanya evalu-
asi pada Menteri Pertanian 
(Mentan) Syahrul Yasin Lim-
po serta Menteri Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan 
(LHK) Siti Nurbaya.

Hal itu merespons per-
nyataan Presiden Jokowi yang 
memberi sinyal akan adanya 
reshuffl e kabinet.

“Mentan dievaluasi, Men-
hut dievalusi, Menteri Kehu-
tanan ya. Harus dievaluasi. 
Semua menteri juga harus 
dievaluasi. Supaya apa? Su-
paya ada satu darah baru yang 
segar, yang bisa mendukung 
penuh kebijakan Pak Jokowi,” 
kata Djarot di Jakarta, Jumat 
(23/12).  han

Presiden Jokowi Hanya Tersenyum 
Saat Ditanya soal Reshuffl e  Kabinet

KOMISI YUDISIAL PERIKSA HAKIM TERSANGKA KASUS SUAP
Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) M. Taufi q HZ (tengah) didampingi Komi-
soner KY sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Binziad Khadafi  (kiri) dan Juru 
Bicara KY Miko Ginting (kanan) memberikan keterangan terkait peme-
riksaan tersangka Hakim Yustisial MA di Gedung Komisi Pemberaran-
tasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/12). Komisi Yudisial melakukan 
pemeriksaan etik terhadap Hakim Yustisial Elly Tri Pangestu (ETP) yang 
telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan 
perkara di Mahkamah Agung.
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SIDANG LANJUTAN KASUS PEMBUNUHAN 
BRIGADIR J

Terdakwa kasus pembunuhan berencana 
Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer 
(kiri) berbincang dengan tim kuasa hukumnya 
dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (26/12). Sidang 
tersebut beragenda mendengarkan keterang-
an saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim Kuasa 
Hukum Richard Eliezer diantaranya Guru 
Besar Filsafat Moral Romo Magnis Suseno, 
psikolog klinik dewasa Liza Marielly Djaprie 
dan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel.

JAKARTA (IM) - KAI 
Commuter akhirnya meminta 
maaf  atas ketidaknyamanan 
yang ditimbulkan setelah 
adanya iklan jasa pembuatan 
surat sakit secara daring (on-
line) yang terpasang di dalam 
kereta rel listrik (KRL). 

Permintaan maaf  itu di-
sampaikan setelah adanya 
twit viral yang diunggah oleh 
pemilik akun @sdenta de-
ngan sebuah foto iklan bertu-
liskan “Dapatkan Surat Sakit 
Online Hanya 15 Menit”. 

“KAI Commuter mohon 
maaf  atas ketidaknyamanan-
nya, semoga ke depannya 
KAI Commuter dan mitra 
yang bekerja sama untuk 
promosi di commuterline, 
khususnya iklan, tidak hanya 
kreatif, namun juga edukatif,” 
kata Corporate Secretary 
KAI Commuter Anne Purba 
dalam keterangannya, Senin 
(26/12).

Di sisi lain, kata Anne, 
jajarannya telah meminta PT 
Sehat Cepat Indonesia agar 
segera mengganti konten 
iklan dengan materi baru. 

“KAI Commuter akan 
memberikan waktu kepada 
manajemen PT Cepat Sehat 
Indonesia agar mengganti 
materi atau konten iklan yang 
saat ini terpasang dengan 

materi atau konten baru yang 
lebih edukatif,” ungkapnya. 

Karena iklan yang telah 
beredar di media sosial, Anne 
mengaku telah berkoordinasi 
dengan manajemen PT Cepat 
Sehat Indonesia, selaku peru-
sahaan yang memasang iklan. 

Menurutnya, masyarakat 
yang ingin mendapatkan su-
rat sakit online dari PT Cepat 
Sehat Indonesia tetap harus 
melalui beberapa prosedur 
agar surat sakit itu dapat dike-
luarkan. Sayangnya, Anne 
tidak menjelaskan bagaimana 
prosedur yang dimaksud. 

“Apabila semua prosedur 
telah dilalui dan dinyatakan 
sesuai, maka surat sakit on-
line tersebut baru dikeluar-
kan oleh dokter resmi dari 
manajemen PT Cepat Sehat 
Indonesia,” ujarnya.

Anne pun mengapresiasi 
pengunggah twit tersebut, 
karena masih peduli terhadap 
pelayanan fasilitas kesehatan 
yang sesuai peraturan dan 
kode etik profesi. 

“Bahwasanya kami me-
lihat ini sebagai bentuk ke-
pedulian terhadap sesama 
pengguna Commuterline. 
Sebagai transportasi publik 
tentunya KAI Commuter 
akan memberikan pelayanan 
terbaik,” ujar Anne.  mei

KAI Commuter Minta Maaf Soal 
Iklan Surat Sakit “Online” di KRL

KPK Fasilitasi KY Periksa 
Tersangka Hakim Yustisial MA

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memfasilitasi Komisi 
Yudisial (KY) untuk melakukan 
pemeriksaan etik terhadap Ha-
kim Yustisial pada Mahkamah 
Agung (MA), Elly Tri Pangestu 
(ETP), Senin (26/12).

Elly Tri Pangestu meru-
pakan salah satu tersangka 
kasus dugaan suap pengurusan 
perkara di MA.

“Hari ini informasi yang 
kami peroleh,  KY akan 
melakukan permintaan kete-
rangan soal etik terhadap 
tersangka ETP hakim yusti-
sial MA. KPK akan fasilitasi 
pemeriksaan tersebut diruang 
pemeriksaan lantai 2 Gedung 
Merah Putih KPK,” kata Ka-
bag Pemberitaan KPK, Ali 
Fikri melalui pesan singkat ke-
pada wartawan, Senin (26/12).

KPK mendukung pro-
ses penegakan kode etik KY 
terhadap para hakim yang 
terjerat kasus dugaan suap 
pengurusan perkara di MA. 
Salah satu bentuk dukungan 
KPK terhadap KY, kata Ali, 
dengan memfasilitasi pemerik-

saan etik terhadap para hakim 
yang menjadi tersangka dalam 
perkara ini.

“Fasilitasi ini sebagai ba-
gian sinergi antar lembaga 
karena KPK tentu tidak hanya 
lakukan penindakan saja na-
mun penting juga upaya-upaya 
pencegahan korupsi pada sek-
tor peradilan,” terangnya.

Lebih lanjut, Ali meng-
klaim bahwa pihaknya sudah 
melakukan berbagai upaya 
pencegahan di sektor per-
adilan terkait para hakim yang 
menjadi tersangka KPK. Salah 
satu upaya pencegahan KPK, 
dengan melakukan identifi kasi 
dan kajian kerawanan korupsi 
pada peradilan.

“KPK melalui STRANAS 
PK juga mendorong penerap-
an SPPTI, agar penanganan 
perkara oleh para aparat pe-
negak hukum dapat tercatat 
dan terpantau dengan baik. 
Hal ini mendorong percepat-
an, efektivitas, serta efi siensi 
penanganan perkara,” ujarnya.

Sekadar informasi, KPK 
telah menetapkan 13 tersangka 
terkait kasus dugaan suap 

peng urusan perkara di Mah-
kamah Agung (MA). Mereka 
yakni, dua Hakim Agung, Su-
drajad Dimyati dan Gazalba 
Saleh. Kemudian, dua Hakim 
Yustisial sekaligus Panitera 
Pengganti, Elly Tri Pangestu 
dan Prasetio Nugroho.

Selanjutnya, Staf  Gazalba 
Saleh, Redhy Novarisza (RN); 
empat PNS MA, Desy Yustria 
(DY), Muhajir Habibie (MH), 
Nurmanto Akmal (NA), dan 
Albasri (AB). Lantas, dua 
Pengacara, Theodorus Yo-
sep Parera (TYP) dan Eko 
Suparno (ES). Terakhir, dua 
Debitur Koperasi Simpan Pin-
jam Intidana, Heryanto Tanaka 
(HT) dan Ivan Dwi Kusuma 
Sujanto (IDKS).

Dalam perkara ini, Sudra-
jad, Elly, Desy Yustria, Muhajir 
Habibie, Nurmanto Akmal, 
Gazalba, Prasetio, dan Albasri 
diduga telah menerima sejum-
lah uang dari Heryanto Tanaka 
serta Ivan Dwi Kusuma Su-
janto. Uang itu diserahkan 
Heryanto dan Ivan melalui 
Pengacaranya, Yosep dan Eko 
Suparno.  han

JAKARTA (IM) – Pan-
glima TNI dan sekaligus 
KSAL, Laksamana Yudo Mar-
gono mengatakan, prioritasnya 
adalah kesejahteraan prajurit. 

Yudo menegaskan bahwa 
TNI AL terus melaksanakan 
pembangunan sejumlah infra-
struktur strategis yang menun-
jang bagi satuan operasional 
baik bagi KRI, Marinir, Pen-
erbangan TNI AL, satuan 
pendidikan, hingga fasilitas 
yang menunjang kesejahteraan 
prajurit serta keluarganya.

“Nah ini semua ya kita 
bangun untuk kesejahteraan 
prajurit. Ya tentunya sesuai 
dengan prioritas saya untuk 
sumber daya manusia yang 
unggul, professional, dan tang-
guh,” kata Yudo di Komando 
Latihan (Kolat) Koarmada, 
Jakarta Utara, Senin (26/12).

Pada kesempatan itu, Yudo 
pun meresmikan sebanyak 16 
infrastruktur di jajaran TNI 
AL di sejumlah satuan di ta-
nah air. Dari 16 Fasilitas yang 
diresmikan, empat di antaranya 
merupakan sarana pendidikan 
yang ada di Komando Lati-
han Koarmada yaitu Gedung 
Mess Siswa Saturnus, Gedung 

Danpuslat Aldebaran, Gedung 
Serbaguna Canopus, serta 
sarana rekreasi Kolam renang 
dan Jacuzi yang diperuntukkan 
bagi prajurit dan keluarganya.

Selain itu Yudo juga dir-
esmikan fasilitas yang berada 
di sejumlah satuan TNI AL 
yaitu Gedung Satkor Koar-
mada III, Mess Kowal Koar-
mada III, Mako Detasemen 
Kavaleri (Menkav) 3 Salawati 
Sorong. Mako Detasemen Ar-
tileri (Menart) Salawati Sorong, 
Mako Wing Udara III, serta 
Guest House Koarmada III.

Sedangkan pada aspek 
kesejahteraan prajurit, Yudo 
meresmikan Flat bagi prajurit 
dan keluarganya bertipe 45 
yang ada di Lantamal V Sura-
baya, Rumah Negara tipe 45 
Lantamal III Jakarta, Rumah 
Negara tipe 70 Lantamal VIII 
Manado. Rumah Negara tipe 
45 Pesapen, Gedung Mako 
Puslatpur Baluran, serta Kol-
am Renang Tirto Sagoro 14.

“Di AL khususnya, ini 
akan terus berlangsung dan 
juga ini harus diikuti dengan 
pembangunan sarana prasa-
rana juga perumahan prajurit,” 
ucapnya.  han

Panglima TNI: Kesejahteraan Prajurit 
Merupakan yang Utama Bagi Saya

BANGUN 16 INFRASTRUKTUR TNI AL

JAKARTA (IM) - Peme-
rin tah berencana merevisi 
Per aturan Pemerintah No-
mor 109 Tahun 2012 tentang 
Peng amanan Bahan yang Me-
ngandung Zat Adiktif  berupa 
Pro duk Tembakau bagi Kese-
hatan. Rencana perubahan re-
visi PP 109/2012 itu tertuang 
dalam lampiran Keputusan 
presiden Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2022 tentang 
Program Penyusunan Per-
aturan Pemerintah Tahun 2023 
yang diteken Presiden Joko 
Widodo pada Jumat (23/12).

Dikutip dari salinan Kep-
pres 25/2022, ada beberapa 
ketentuan yang akan diubah 
melalui revisi PP 109/2012. PP 
tersebut akan mengatur penam-
bahan luas persentase gambar 
dan tulisan per ingatan kese-
hatan pada produk tembakau. 

Tahun 2024 PP juga akan 
mengatur ketentuan rokok 
elektronik; pelarangan iklan, 
promosi, dan sponsorship 
produk tembakau di media 
teknologi informasi; dan pela-
rangan penjualan rokok batang-
an. Perubahan PP juga akan 
mencakup pengawasan iklan, 
promosi, sponsorship produk 

tembakau di media penyiaran, 
media dalam dan luar ruang, 
dan media teknologi infor-
masi. Ketentuan mengenai pen-
egakan dan penindakan serta 
media teknologi informasi dan 
penerapan kawasan tanpa ro-
kok (KTR) juga akan diatur 
melalui perubahan PP tersebut. 

Dalam keppres ini dise-
butkan bahwa Kementerian 
Kesehatan akan menjadi pem-
prakarsa revisi PP 109/2012. 
Pada 2021, Pusat Kajian Jami-
nan Sosial (PKJS) Universitas 
Indonesia pernah menyampai-
kan usul agar pemerintah me-
larang penjualan rokok secara 
ketengan alias batangan demi 
menekan tingkat prevalensi 
perokok aktif  di Indonesia. 

Berdasarkan hasil kajian 
PKJS UI, intensitas merokok 
tidak berkurang selama pan-
demi, bahkan di kalangan ke-
luarga berpendapatan rendah 
yang terdampak Covid-19. 

Hasil penelitian menemu-
kan, 50,8 persen laki-laki dewasa 
atau suami responden yang 
mengikuti survei mengaku ber-
alih (shifting) ke rokok dengan 
harga yang lebih murah alih-alih 
mengurangi intensitas.  mei

Pemerintah akan Revisi PP untuk Larang 
Jual Rokok Batangan dan Atur Rokok Elektrik


